https://jdih.metrokota.go.id

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR %2 TAHUN 2017

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN /ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk
menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten
Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
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S.

10.

1415

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5
Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak
Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 408);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 990);

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2014
tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib
Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor
02);
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Menetapkan

15,

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
di Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor
04);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENIS RENCANA USAHA

DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

10.

11,

Daerah adalah Kota Metro.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro yang
terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah.

Kepala Daerah adalah Walikota Metro.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting
terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.

Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah
yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau
kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Kepala
Dinas adalah Kepala OPD yang mempunyai kewenangan di
bidang Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Dinas adalah
Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan selanjutnya disingkat DPMPTSP Kota Metro.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan
penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari
lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan
dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari
tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya
dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan
pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha
dan/atau kegiatan.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang
selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak
penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan
pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.
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12. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku
dan/atau memanfaatkan sumber daya sehingga menghasilkan nilai tambah.

13. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang
meliputi  perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan, dan penegakan hukum.

14. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat
untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

15. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis
untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II
KLASIFIKASI USAHA DAN ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL
Pasal 2

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL
wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 3

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan oleh Walikota sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENYUSUNAN DOKUMEN UKL-UPL
Pasal 4
(1) Dokumen UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu
- usaha dan/atau kegiatan.

(2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

(3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah, maka UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib
dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 5
Dokumen UKL-UPL yang disusun oleh Pemrakarsa harus memuat :

a. Identitas pemrakarsa;
b. Rencana usaha dan/atau kegiatan;

c. Dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dan program pengelolaan serta
pemantauan lingkungan;

d. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
dibutuhkan;

e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang
tercantum dalam formulir UKL-UPL;



https://jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUI\/I SETDA KOTA METRO

¥
g.

(1)

(2)

(3)

2)

(3)

(4)

(1)

Daftar Pustaka; dan

Lampiran
BAB IV
TATA CARA DAN PROSES PENERBITAN REKOMENDASI
Pasal 6

Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL kepada Dinas sesuai dengan
kewenangannya apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi di Wilayah Kota
Metro.

Kepala Dinas memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format
penyusunan UKL-UPL.

Kepala Dinas setelah menerima UKL-UPL yang memenuhi format sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), melakukan pemeriksaan UKL-UPL yang dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-
UPL.

Pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas mencakup :
a. format penyusunan dan pengetikan;
b. format bahasa/kalimat redaksional;

c. format isi / substansi : unsur teknis, data angka, tabel dan grafik, hasil
pengukuran, uji dan analisa.

Pasal 7

Kepala Dinas wajib melakukan pemeriksaan UKL-UPL, paling lama 14 (empat
belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL dari pemrakarsa.

Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL
serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib
menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala Dinas wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh
pemrakarsa.

Dalam hal Kepala Dinas tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL yang diajukan
Pemrakarsa dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Dinas.

BAB YV
ISI DAN FUNGSI REKOMENDASI
Pasal 8

Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)

digunakan sebagai dasar untuk :

a. Dinas menerbitkan Izin Lingkungan dengan tanggal yang bersamaan
dengan dikeluarkannya Rekomendasi UKL-UPL;

b. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
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(2) Pejabét pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam
rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Persyaratan izin lingkungan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota
Metro Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Metro
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang
Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Metro Nomor 26 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 10
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal |6 oexpbar 2017

R WALIKOTA METRO,
S
Diundangkan di Metro
pada tanggal |G oeA0bRr 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,
A. RA.T
22

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR..........



